
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten Kolaka Timur 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Mengingat 

a. bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah 
proses sistematis untuk menentukan arah, tujuan, dan 
langkah strategis pembangunan di tingkat daerah, 
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat; 

b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program 
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, 
arah kebijakan pembangunan daerah, kerangka 
pendanaan dan program Perangkat Daerah, perlu 
disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 
2029. 

Menimbang 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
NOMOR j TAHUN 2025 

TENT ANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH 

TAHUN 2025- 2029 

BUPATI KOLAKA TIMUR 
PROVlNSI SULAWESI TENGGARA 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Bad an Perencanaan Pembangunan Daerah 

Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya 
disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 
Kabupaten Kolaka Timur 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2025-2045 yang 
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 
sampai dengan Tahun 2045. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur, yang selanjutnya disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) 
tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, 
dan program Bupati dengan berpedoman pada 
RPJPD. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah untuk periode 1 ( satu) tahun. 

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah 
adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat 
Daerah untuk Periode 5 (lima} tahun; 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah; 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN DAERAH TENT ANG REN CANA 
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 
2025- 2029. 

Menetapkan 

BUPATI KOLAKA TIMUR 

dan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

-2- 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 



Pasal 4 
( 1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan RPJMD. 
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
oleh Kepala Bappeda Litbang. 

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mencakup pelaksanaan Renstra 
Perangkat Daerah dan RPJMD. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 3 
RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
a. bab I pendahuluan; 
b. bab II gambaran umum daerah; 
c. bah III visi, misi dan program prioritas 

pembangunan daerah; 
d. bab IV program perangkat daerah dan kinerja 

penyelenggaraan pemerintah daerah; dan 
e. bab V penutup. 

BAB III 
SISTEMATIKA 

Pasal 2 
(1) Program pembangunan daerah periode 2025-2029 

dilaksanakan sesuai dengan RPJMD. 
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra 
Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan 
dokumen perencanaan Daerah lainnya. 

(3J Rincian dari program pembangunan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB II 
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk 
Periode 1 (satu) tahun; 

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan; 

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 

13. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan 
manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin 
agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR t 14 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA: f /t;4/ 2oz.r; 

Diundangkan di Tirawuta 
pada tanggal 4 - 9 .. 102 i 
Pj.SE ETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR, 

YOSEP SAHAKA 

Pit. BUPATI KOLAKA TIMUR, ~-- .. 

Ditetapkan di Tirawuta 
pada tanggal 4 - 9 · l 0.2 ~ I MF I<ooRDmAsl j 

. ~ I rl' " I .. .., 

f
1 µ fA-_L.4. Pj, ~el<:Cnl. ~· . 

~ t n~ .~,jl-. ~ - ~,~- . 
~'········ • MJ _ ,~It-,_ fr 1 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur. 

Pasal 6 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 5 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 13 Tahun 2021 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021*2026 
[Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 
Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
RPJMD mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 
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